BAB IV
ANALISISHUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI KABUPATEN SEMARANG NOMOR: 188/Pid.B/2011/PN.Ung

TENTANG TINDAK PIDANA MAKAR

A. Analisis Terhadap Tindak Pidana Makar pada Putusan Pengadilan

Negeri Kabupaten Semarang Nomor : 188/Pid.B/2011/PN.Ung

Makar atau bughat adalah bentuk kejahatan ataakipidana yang
ditujukan terhadap kekuasaan negara dan digolongldragai kejahatan
politik, serta menurut hukum pidana positif dan dmk pidana Islam
percobaan dan permufakatan untuk melakukan kejahatkar tetap dapat
dipidana. Adapun perbedaannya adalah bahwa dald&mmhpidana positif
seseorang yang tidak memenuhi program pemerindak tlianggap makar.
Sementara itu, menurut hukum pidana Islam, yangbdismakar ialah umat
muslim yang hendak mencopot pemimpin negara dang yédak
melaksanakan kewajiban yang berhubungan dengamuten atau manusia,
seperti membayar zakat, atau tidak mau menyatakaatikan dan tunduk
kepada penguasa tertinggi.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindakngidgpabila
sebelumnya sudah ada nash atau ketentuan yangamejaerbuatan tersebut
dan diancam dengan hukuman. Dengan kata lain, #dakindak pidana dan

tidak ada hukuman kecuali dengan adanya suatu gasly melarang
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perbuatan tersebfi.Ketentuan ini dalam hukum positif disebut dengaas
Legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP

Sedangkan untuk hakim, agar dapat menyelesaikakaneryang
sedang diperiksanya, maka wajib baginya untuk ntahgehakikat dakwaan
dan mengetahui hukum tentang kasus tersebut. Rénget hakim tentang
hakikat dakwaan itu ada kalanya ia menyaksikan igeperistiwanya, atau
menerima keterangan dari pihak lain. Dan jika tidigknikian, maka tidak
disebut sebagai pengetahuan hakim melainkan dassbud sebagai
persangkaardpan).®*

Penyelenggaraan peradilan pidana didukung olehagarlkomponen
seperti pengadilan, kejaksaan dan kepolisian. Kompoperadilan ini
mempunyai otonomisasi dan independensi yang sakgat sehingga
mekanisme Kkerjanya terlepas dari komponen lainnfyjamun dengan
dikeluarkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara RadaKUHAP)
menunjukan adanya keterpaduan di antara komponesebtg. Dengan
demikian masing-masing komponen tidak lagi berdendiri melainkan
merupakan bagian dari satu kesatuan sistem yamdpulisebagai Sistem
Peradilan Pidan@.

Penanganan kejahatan yang terjadi di dalam masamdrtama kali

yang menangani adalah pihak kepolisian dalam haldilakukan oleh

83 Ahmad Wardi Muslich,Pengantar dan Asas Hukum Pidana IsJadakarta: Sinar
Grafika, 2006, him. 29.

64 Muhammad Salam MadkuPeradilan Dalam IslamTerj: Imron AM, Surabaya: PT.
Bina llmu, 1990, him. 92.

8 Rusli MuhammadKemandirian Pengadilan Indonesi& ogyakarta: FH Ull Press,
2010, him 142.
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penyidik (opsporing66 berdasarkan laporan atau aduan maupun tertangkap
tangar®’ Setelah penyidik menyelesaikan tugas pemeriksaanaggkah
berikutnya adalah menyerahkan hasil pemeriksaakeyada kejaksaan guna
melakukan penuntutanvérvolging di pengadilaf® Dan selanjutnya
pengadilan memeriksa dan mengadiechtspraak dengan menjatuhkan
putusan berupa pembebasan dari tuduhan, pelepasantudtutan dan
pemberian hukuman berupa pidana. Bagi terdakwa gaarmglapat hukuman,
yang bersangkutan kemudian ditempatkan di lembagaapyarakatan guna
menjalani proses pembinaan lebih lafjut.

Proses penegakan hukum yang dilakukan di tingkatgamilan
diawali dengan hakim membuka sidang dengan mergataiidang terbuka

untuk umum™’® Dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan oletinpet

® penyidik adalah pejabat polisi negara Republiloiresia atau pejabat pegawai negeri
sipil tertentu yang diberi wewenang khusus olehamgdundang untuk melakukan penyidikan.
(Pasal 1 sub 1 KUHAP), KUHP dan KUHA®&p.cit, him. 168-169.

7 Di dalam ketentuan Pasal 7 KUHAP menyatakan baPeveyidik karena kewajibannya
mempunyai wewenang:
1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tgatanya tindak pidana;
2) Melakukan tindakan pertama saat di tempat kejadian;
3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeidkstsa pengenal diri tersangka;
4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahgedgitaan;
5) Mengadakan penghentian penyidikan; dll.
Ibid, him. 173-174.

8 Adapun Penuntut Umum berdasarkan ketentuan PasaKUHAP mempunyai
wewenang:
1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikérpdayidik atau penyidik pembantu;
2) Mengadakan pra penuntutan;
3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan pesalagau penahanan lanjutan;
4) Membuat surat dakwaan;
5) Melakukan penuntutan dan melimpahkan perkara kgauélan; dll.
Ibid, him. 175-176.

9 Muhammad Salam Madkuop.cit him. 143.

® Tidak semua sidang dinyatakan terbuka untuk umAidapun sidang yang tertutup
untuk umum yaitu menyangkut perkara kesusilaanpgakara yang terdakwanya anak di bawah
umur. Namun ketika hakim membacakan putusan tephguerkara-perkara tersebut harus
dinyatakan terbuka untuk umum. Lihat Bambang Walg@él., M.H.,Viktimologi Perlindungan
Korban & SaksiJakarta: Sinar Grafika, 2011, him. 53.
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umum. Terkadang setelah pembacaan surat dakwaadakwe atau

penasehat hukumnya mengajukan eksepsi atau tanghism selanjutnya
hakim harus menjatuhkan putusan sela. Proses tergetari penegakan
hukum di pengadilan ini adalah pada tahap pembuktian penjatuhan
putusan, karena dari jawaban soal inilah terdakikem alinyatakan bersalah
atau tidak’*

Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semaxomor:
188/Pid.B/2011/PN.Ung, Majelis Hakim telah membketi berdasarkan
fakta-fakta di persidangan dari alat bukti, ketgeanpara saksi, keterangan
ahli dan keterangan Terdakwa, maka unsur-unsur yfekatan jahat dan
makar dengan maksud menggulingkan pemerintaharranégfah terpenuhi,
yaitu adanya usaha-usaha untuk meniadakan atalbateNegara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) menjadi Negara Islam Indsia (NII), meskipun
Pemerintah Republik Indonesia tidak harus terguiapi cukup dengan niat
dan permulaan pelaksanaan itu. Dan menyatakanktgeadaecara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mdakupermufakatan
jahat untuk melakukan perbuatan makar dengan maksegggulingkan
pemerintahan”, sebagaimana diatur dan diancam @idalam pasal 110 ayat
(2). (5) KUHP Jo Pasal 107 ayat (2) KUHP.

Bahwa, di dalam Pasal 183 Jo Pasal 184 KUHAP mangat

pembuktian yang Negatif Wettelijk Stel$él,artinya hakim di dalam

"I Muhammad Salam Madkuop.cit, him. 158.
2 Teori Sistem Pembuktian ada 4, yaitu:
1. Conviction in timeadalah pembuktian yang menyandarkan pada keyakiakim semata;



78

memutus suatu perkara berdasarkan alat bukti yahgdan keyakinannya
atas alat bukti tersebut.
Bahwa, keyakinan hakim terhadap 2 (dua) alat bu&tsebut
mengandung 3 (tiga) syarat:
1. Benar bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi desilr
2. Benar bahwa terdakwa adalah pelakunya, baik séudiradu, penyertaan
maupun pembantuan;
3. Tidak ada alasan yang dapat menghapus pidana &grilid terdakwa.
Adapun mengenai macam-macam alat bukti sebagaimiamaksud
dalam pasal 184 KUHAP adalah:
1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.
Majelis Hakim berpendapat bahwa BAP Tersangka ydiimat
Penyidik tertanggal 24 Mei 2011 dan 26 Mei 2011laddaermasuk dalam

pengertian alat bukti surétsebagaimana dimaksud dalam pasal 187 huruf a

2. Conviction in raisoneadalah pembuktian yang menyandarkan pada keyaklia&m
semata, namun putusan hakim tersebut harus bekdadasan yang jelaseasoning;
3. Positifwettelijkadalah pembuktian yang hanya menyandarkan patbudt semata;
4. Negatif wettelijkadalah pembuktian berdasarkan alat bukti dan kegakatas alat bukti
tersebut.
Lebih jelasnya lihat di Hari Sasangka, et Hilkum Pembuktian dalam Perkara Pidana
Bandung: Mandar Maju, 2003, him. 14-17.
3 Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayatu(tj ¢ KUHAP, dibuat atas
sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:
a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi gimgat oleh pejabat umum yang berwenang
atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat ketemategtang kejadian atau keadaan yang
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KUHAP dan menjadi salah satu alat bukti yang saluaepasal 184 ayat (1)
KUHAP. Meskipun dihadapan pengadilan Terdakwa mieacBAP tersebut,

namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutterdregan terdakwa
tersebut tidak berdasar merupakan petunjuk terkasglahan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, amlildterangan
Terdakwa maka jelas adanya usaha-usaha untuk rnagaidtau merubah
NKRI menjadi NII, meskipun Pemerintah Republik Indsia tidak harus
terguling tetapi cukup dengan adanya niat dan pew@nupelaksanaan itu.
Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mdkagan maksud
menggulingkan pemerintah” telah terbukti.

Sedangkan di dalam hukum islam, para ulama’ figakimembahas
secara terperinci tentang alat bukti yang dapairdigan untuk pembuktian
tindak pidana makar atau jarimah bughat, dikaremaiaak pidana tersebut
merupakan tindak pidana secara nyata melakukan kayeradengan
menggunakan kekuatan. Adapun untuk pembuktiannparidkan tatkala
melihat berbagai tindakan yang mereka lakukan. @dial ini imam syafi’i
berpendapat, bahwa seluruh tindakan yang berkaitangan kerugian
terhadap nyawa dan harta diperhitungkan sebagdaklifinayah tersendiri,

misalnya jika pelaku makar itu melakukan pembunuh@aka dalam hal

C.

d.

didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiriedis dengan alasan yang jelas dan tegas
tentang keterangannya itu.;
Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan gangiundangan atau surat yang dibuat
oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalamaisana yang menjadi tanggungjawabnya
dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatathalsesuatu keadaan;
Surat keterangan dari seorang ahli yang memuatapanderdasarkan keahliannya mengenai
sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dimintaagesani dan padanya;

Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungaxeyaan isi dari alat pembuktian yang lain.

(vide: pasal 187 KUHAP). KUHP dan KUHABp.cit, him. 230.
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pembuktian yang dibutuhkan adalah alat bukti yagsyai dengan alat bukti
dalam jinayah pembunuh&h.

Di dalam hukum islam, suatu perbuatan dapat dikatakebagai
jarimah bughat ketika memenuhi tiga unsur, yaitu :
1. Pembangkangan terhadap kepala negara (imam)
2. Pembangkangan dilakukan dengan menggunakan kekuatan
3. Adanya niat melawan hukufm.
Ketiga unsur tersebut merupakan syarat suatu penbudapat dikatakan
sebagai jarimah bughat.

Sedangkan tindak pidana makar menurut hukum paBéttir dalam
Buku 1l Bab | KUHP tentang kejahatan melanggar kaaam negara, yang
pada intinya adalah suatu perbuatan yang dilakulegan maksud untuk
menggulingkan pemerintahan yang sah dan disertagae kekerasan atau
bahkan pembunuhan terhadap presiden.

Adapun mengenai permufakatan jahat dalam Pasahydi0l KUHP
merupakan perbuatan yang dilarang. Perbuatan suiaselengan Pasal 88
KUHP yakni dikatakan ada permufakatan jahat , daahia orang atau lebih

sepakat akan melakukan kejahatadadi mufakat jahat terjadi apabila telah

" Mohd. Said IshakiHudud dalam Figh IslamMalaysia: Universiti Teknologi Malaysia,
2003, him. 70-71.

S Ahmad Wardi Muslichpp.cit.,him. 111.

® pengertian tersebut tertuang dalam pasal 104 d&h KUHP, meskipun tidak
disebutkan secara eksplisit dalam dua pasal tetskidat Muhammad Amin Suma, et alp.cit,
him 73-74.

" KUHP dan KUHAP op.cit., him. 36.



81

mendapat kata sepakat setelah ada perundinganpatgunjian antara dua
orang atau lebih untuk melakukan kejahatan.

Dan makar dengan maksud untuk menggulingkan petabrin
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 107 KUHP mekgicbahwa makar
dengan maksud menggulingkan pemerintahan (meniadatear mengganti
bentuk pemerintahan) tidaklah harus dilakukan dengkekerasan
(bersenjata), namun cukup dengan segala perbuatantiglak sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku. Sedang pad& gyasal 107 KUHP
menentukan pidana yang lebih berat bagi pimpinan atang yang mengatur
makar tersebut.

Adapun mengenai istilah penggulingan pemerintahaand KUHP
memberikan penafsiran seperti apa yang tercantuta pasal 88 bis KUHP
yang berbunyi “Dengan Menggulingkan Pemerintahaamwenteliny
dimaksudkan meniadakan atau mengubah secara tiddk kentuk
pemerintahan menurut Undang-Undang Da&ar”.

Dari penafsiran pasal 88 bis KUHP, maka penggufiqgamerintahan
itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Meniadakan bentuk pemerintahan menurut Undang-UnDasar.
2. Mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan otertumdang-
Undang Dasar.
Di dalam proses penelusuran fakta hukum pada putusaada

beberapa kejanggalan yang harus penulis uraik@n; ya

8 |bid.
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1. Bahwa, pencabutan BAP oleh terdakwa di hadapan lislajgakim
khususnya mengenai NIl dengan alasan penyidik telarekayasa BAP
dan kondisi Terdakwa pada waktu diperiksa oleh Ridngalam keadaan
letih serta mendapatkan tekanan baik secara fiaikpun psikis sehingga
terdakwa mengakui terlibat secara langsung dengalh dan
menandatangani BAP tersebut.

Menurut penulis, Seharusnya dalam hal ini Majelisakirh
mempertimbangkan bahwa fakta hukum yang digunaldalah fakta
hukum yang terungkap di persidangan, meskipun BAya pisa dijadikan
sebagai alat bukti surat namun hakim dalam haleialu gegabah untuk
menyimpulkan bahwa pencabutan BAP Terdakwa di depmrgadilan
adalah tidak berdasar dan menjadikannya sebagainjpkt bahwa
terdakwa terlibat langsung dengan organisasi NII.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu pétudalam setiap
keadaan tertentu seharusnya dilakukan oleh hakimgae arif dan
bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan deregari kecermatan
dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Dar deesuaikan baik
anatara satu dengan yang lainnya maupun dengaaktipdiana itu
sendiri.

2. Bahwa, menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwardiging adanya
niat atau maksud yang dikehendaki maka ternyatadakera sudah

melakukan permulaan pelaksanaan dengan adanyaytarelnggota NIl
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dan penggalangan dana sebagaimana keterangan Nuasai Galendra
Maulana dan saksi Denok Setyowati.

Dalam hal ini penulis tidak sepakat dengan pertmgbaa majelis hakim
tersebut, bahwa menurut keterangan saksi Nusan@aleMaulana
menyatakan bahwa saksi memang pernah ikut NIl ddsi gahu dari
Fahmi dan Elma (perekrut) bahwa yang menjadi Peasill adalah Paniji
Gumilang yang berkedudukan di Indramayu namun sbé&kim pernah
melihat dan belum kenal sama Panji Gumilang tefaksi pernah melihat
gambarnya. Sedangkan untuk gubernur jawa tenga tsadk tahu siapa
yang menjadi gubernurnya.

Begitu juga dengan keterangan yang diuraikan @&ki¥enok Setyowati
yang memberikan keterangan bahwa putrinya pernahjaatiekorban
penipuan yang dilakukan oleh Nofi Vriantina, darkssatidak tahu
hubungan anak saksi dengan terdakwa serta hubumgfnVriantina
dengan terdakwa.

Berdasarkan keterangan tersebut penulis berpentdapata saudara Nusa
Galendra Maulana dan Denok Setyowati tidak bisadidipn sebagai
saksi, karena secara umum definisi saksi menunabKiUndang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 1 angka 2fahadrang yang
dapat memberikan keterangan guna kepentingan pkagjdpenuntutan
dan peradilan tentang suatu perkara pidana yadgrigar sendiri, ia lihat

sendiri dan ia alami sendifi.Seharusnya untuk menemukan fakta hukum

" KUHP dan KUHAP op.cit.,him. 171-172.
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yang sebenarnya seharusnya Penuntut Umum menghadiNofi
Vriantina, Fahmi dan Elma sebagai saksi kalau megmaereka ada
sangkutpautnya dengan Terdakwa. Maka dalam halendakwa tidak
terbukti melakukan permulaan pelaksanaan TindaltrRidMakar.

. Bahwa, menurut pertimbangan Majelis Hakim Terdakwelah
menunjukan niatnya untuk menggulingkan pemerintahdangan
membentuk ormas Masyarakat Indonesia Membangun jMiMJawa
Tengah yang pengurusnya adalah teman-teman terdsdseana anggota
NIl, yang telah berhasil mendapatkan surat ketemantgrdaftar dari
instansi Kesbanglinmas Provinsi Jawa Tengah sefmaga keterangan
saksi Rr. Siti Fatimah Murniati dan barang buktiTSK

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa sebagairkatemangan saksi
Rr. Siti Fatimah, ormas Masyarakat Indonesia Mergban(MIM) yang
dipimpin oleh Terdakwa sedangkan pusatnya adaddaimayu Jawa Barat
yang dipimpin oleh Abdussalam Panji Gumilang yaeggbrak di bidang
ekonomi, sosial, budaya, HAM, ketahanan pangantap@n dan
peternakan telah terdaftar di Kesbangpol Linmas/iRsd Jawa Tengah
pada tanggal 4 Mei 2011. Dengan terdaftarnya MIMkanglas bahwa
secara administratif ormas tersebut tidak bertg@andengan aturan-
aturan yang berlaku.

Selanjutnya, dengan adanya pencabutan statusftéerdarganisasi
Masyarakat Indonesia Membangun (MIM) di Kesbanggah Linmas

Provinsi Jawa Tengah dengan dasar adanya suranedari Mendagri
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tanggal 11 Juli 2011 yang besifat sangat rahasigaskah tidak mendasar,
apalagi belum ada putusan dari pengadilan yang atakgn bahwa ormas
Masyarakat Indonesia Membangun (MIM) adalah orgesiisyang
bertentangan dengan aturan dan dijadikan sebagayaupuntuk
menggulingkan pemerintahan.
Selain itu menurut penulis keputusan pencabutamnssterdaftar ormas
tersebut menyalahi hak ormas dalam melaksanakamatéag untuk
mencapai tujuan organisasi berdasarkan pasal 6 hudlJ No. 8 tahun
1985 tentang Organisasi Kemasyarak&taian melanggar hak berserikat
yang tercantum dalam pasal 28E ayat 3 UUD 1945 yaegyatakan
setiap orang berhak atas kebebasan bersefile@dom of association
berkumpul freedom of assemb)lgan mengeluarkan pendapteédom of
expression®

4. Dihadirkannya Agus Endro Wibowo, SH Bin Supriyadebagai saksi
Verbalisant oleh Penuntut Umum atas kesaksian YKesayang
menyangkal keterangannya sebagaimana dalam BAPd#esgngatlah
tidak tepat, karena saksi Agus Endro Wibowo sebagalyidik bukan
yang memeriksa Terdakwa secara langsung. Namun waemgeriksa
adalah penyidik lain yang bukan saksi saudara Afgndro Wibowo, SH
dan saksi hanya bertugas menungguinya. Hal inutgmat bertentangan

dengan hukum yaitu sebagaimana definisi saksi nueritab Undang-

8o http://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/2656t/f@35/uu-no-8-tahun-1985-

organisasi-kemasyarakatan (diakses pada tangdgak@ber 2012, pukul 03.25 WIB)
http://jimlyschool.com/read/analisis/274/mengdtabebasan-berserikat-dalam-
undangundang/ (diakses pada tanggal 23 Oktober, p0k2l 03.51 WIB)
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Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 1 arifk adalah
orang yang dapat memberikan keterangan guna kepgantipenyidikan,
penuntutan dan peradilan tentang suatu perkaranpigang ia dengar
sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

. Mengenai Buku yang berisikan proklamasi NII, temdaktidak merasa
memiliki buku tersebut. Sedangkan tujuh anggota RIGlang melakukan
penangkapan atas Terdakwa dan teman-temannya rHénadioleh

penuntut umum sebagai saksi di persidangan, dderdagan ketujuh
saksi tersebut tidak ada yang memberikan kesaksegara rinci,
khususnya mengenai asal usul buku tersebut, aplitethukan di lokasi
penangkapan atau bagaimana, akan tetapi merekaa haeynberikan
keterangan secara umum saja, seperti hanya bertugak mengikat
beberapa dokumen, membawa barang bukti, mengumpudia menulis
barang bukti yang disita dan sebagainya.

Dan lebih jelasnya didalam surat dakwaan Penuntoturd tidak

mencantumkan barang bukti berupa buku berisikarklgmasi NiIl.

Kecuali kalau ada bukti keterlibatan Terdakwa setangsung dalam NI,
baik berupa tulisan (struktur organisasi) maupwu¥i (foto atau video).

Sebenarnya Penuntut Umum mencantumkan barang leekipa 2 (dua)
keping CD, dan berdasarkan kesaksian Joko SugiyBmtoSuhadi ia
sudah membuka isi dari 2 (dua) keping CD yang ib@ms rekrutmen

kontituan dan taqdim ikhsan.
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Dalam hal ini penulis tidak tahu menahu mengenai G® yang
sebenarnya, akan tetapi Majelis Hakim tidak mekgmuiya sebagai
pertimbangan untuk menentukan kesalahan Terdakwa.

6. Mengenai jabatan Terdakwa sebagai Koordinator \8atitri Jateng dan
DIY yang bertugas untuk mengumpulkan uang walirsddsantren Al
Zaitun telah dibenarkan oleh kesaksian Zulistiyofwali santri),
Mustamah (alumni Pesantren Al Zaitun), Iskandarf8aé (bendahara
Pesantren Al Zaitun), Rasdi Suntara (Ketua KomitsSer Daya Manusia
Pondok Pesantren Al zaitun). Terdakwa sebagai koatat bertugas
menarik biaya pesantren setiap bulan kepada selalibsantri di Jateng
dan DIY yang berkisar sejumlah 2.000 santri. Sedraya dalam hal ini
dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk metukan salah atau
tidaknya terdakwa yang didakwa sebagai Gubernud&illa Tengah.

Dari beberapa kejanggalan yang penulis temukanndgh@oses
peradilan pidana pada perkara Nomor: 188/Pid.B/RN1Jng tentang
tindak pidana makar, maka penulis berpendapat bdlengasarkan rumusan
tindak pidana makamb(gha) dalam perspektif hukum islam maupun hukum
positif tindakan terdakwa belum memenuhi unsur-utisgak pidana makar
sebagaimana kejanggalan-kejanggalan yang penuligkeen dipersidangan
dan ketidaktepatan dalam penerapan pasal sebagapaaimbangan Majelis
Hakim dalam menentukan salah atau tidaknya TerdaMe&a dalam hal ini
penulis menyatakan bahwa saudara terdakwa tidakikeérsecara syah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mddakupermufakatan
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jahat untuk melakukan perbuatan makar dengan maksewggulingkan

pemerintahan”, sebagaimana diatur dan diancam @idalam pasal 110 ayat

(2). (5) KUHP Jo Pasal 107 ayat (2) KUHP.

Adapun menurut penulis dalam perspektif hukum islaerbuatan
yang dilakukan oleh terdakwa beserta teman-temarfmj@n merupakan
suatu perbuatan jarimabughat dikarenakan tidak terpenuhinya unsur
pembangkangan terhadap kepala negara atau perhetidék menggunakan
kekuatan serta tidak adanya niat melawan hukumirtialibuktikan dengan
patuhnya terdakwa dalam melaksanakan ketentuartupmmaperundangan
yang berlaku, misalnya terdakwa mematuhi aturang yditetapkan oleh
Kementerian Dalam Negeri dalam hal memenuhi sygahdaftaran
organisasi atau LSM MIM, dan terdakwa belum pertezhangkut masalah
hukum sebelumnya.

Sedangkan dalam perspektif hukum positif, dakwaaamgyditujukan
kepada terdakwa, yaitu pasal 110 ayat (1). (5) KWldRPasal 107 ayat (2)
KUHP. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa unsisur yang terdapat
dalam pasal-pasal tersebut belum terpenuhi, yaitu:

1. Unsur mengenai permufakatan jahat, dengan terhimyauterdakwa dan
teman-temannya dalam satu wadah organisasi MIMnbdlisa dikatan
sebagai suatu permufakatan bersama untuk melakoied@r, karena
MIM secara administratif bukan termasuk ormas yaremyimpang dari

ketentuan perundangan.
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Tidak terbukinya terdakwa secara nyata melakukampl@an tindak

pidana makar, sebagaimana ketentuan dalam pasaJiap.

Alat bukti tidak cukup.

a. Meskipun Majelis Hakim menjadikan BAP sebagai dlakti surat
sesuai dengan pasal 187 KUHAP, akan tetapi BAP rdakayang
dimaksud sebagai alat bukti secara absolut, kaB&® masih harus
dibuktikan di persidangan. Dan ketika hal tersetdék sinkron
dengan keterangan Terdakwa, jadi secara hukum hidakdikatakan
sebagai alat bukti surat. Hal ini sesuai dengan BARy disangkal
oleh Terdakwa. Dan fakta hukum yang sbenarnya hdédta
hukum yang muncul dalam persidangan.

b. Majelis Hakim menjadikan kesaksian Nusa Galendraildfea dan
Denok Setyowati sebagai satu alat bukti mengeramnyad permulaan
tindak pidana makar yang dilakukan oleh terdakwala® hal ini
keduanya tidak bisa dikatakan sebagai saksi daamk&Esinya tidak
bisa diterima, karena keduanya tidak ada hubungzn ttddak ada
kaitannya dengan terdakwa.

c. Dengan adanya buku mengenai proklamasi NIl bukaarthesecara
otomatis Terdakwa terlibat dalam NIlI, apalagi tidada ketentuan
perundangangan maupun ketetapan-ketetapan darbaperegara
yang melarang beredarnya buku tersebut dan meajadikganisasi

NIl sebagai organisasi terlarang di NKRI.
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4. Ahli yang dimintai keterangan untuk menjernihkardaknya persoalan
yang timbul di sidang pengadilan, baik yang memtikaramaupun yang
meringankan Terdakwa, perlu diminta untuk melakuganelitian ulang
oleh Majelis Hakim, dengan mempertimbangkan rumusatak pidana

makar di era demokrasi sekarang ini.

B. Analiss Terhadap Sanksi Tindak Pidana Makar pada Putusan
Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor : 188/Pid.B/2011/Ung

Menurut pertimbangan Majelis Hakim dalam PutusamgBdilan
Negeri Kabupaten Semarang Nomor: 188/Pid.B/2011/Ubgrdasarkan
fakta-fakta di persidangan bahwa dengan terbuktifgadakwa secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanayfakatan jahat untuk
melakukan makar dengan maksud untuk menggulingleamepntah sesuai
dakwaan Penuntut Umum seperti diatur dan diancdand®asal 110 ayat
(1), (5) KUHP Jo Pasal 107 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pigamg akan
dijatuhkan, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkdal-hal yang
memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada diri Terdakwa
sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa dapat memecah persatuan ddandebangsa serta
dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara;

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
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Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Mengingat ketentuan Pasal 110 ayat (1), (5) KUHPdsal 107 ayat

(1) KUHP, KUHAP dan Ketentuan peraturan perundangamgan lain yang

bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalemp Semarang

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa TOTOK DWI HANANTO alias MIZANHEDIQ
bin SARDHONO telah terbukti secara sah dan meyakinkersalah
menurut hukum melakukan tindak pidana “Permufakgédrat untuk
melakukan perbuatan makar dengan maksud untuk mkmngikan
pemerintah”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOTOK DWI HANAD alias
MIZAN SHIDIQ bin SARDHONO dengan pidana penjaraaseh 5
(lima) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan sewaktu Terdakwa beatata thhanan
sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum teddqrangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Dan menetapkan beberapa barang bukti.

Perlu diketahui dalam syariat Islam, Hakim atauéigsjHakim yang

akan memutuskan suatu perkara harus mempertimbamigheyan akal sehat
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dan keyakinan serta perlu adanya musyawarah unemhkcapai nilai-nilai
keadilan semaksimal mungkin baik bagi korban maupotuk terdakwa.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisat &§:

§ O JLAGROREH 4B A Forde WEIANE)
OEERO NEVOCOIE T Do 3o BI-OBOX ¢ &
€ gOERO X 0RO o FHVNBRErx20OW
yim |88 SO OCwe S | 23744 2=
g FYLORD M@ s N B-ACO7E¢OL
AN DGO o *¥OQ DT AL OO
) AXKIE AL d  OHYRO HON, OV

ERR P - COBZD ¢ o -©DON, AXl<

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyakapa
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (mdnyuru
kamu) apabila menetapkan hukum di antara manupiyau
kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha
melihat®

Berdasarkan ayat di atas, bahwa Hakim di dalam regk#n putusan

yang berupa hukuman kepada terdakwa harus memisarhgertimbangan-
pertimbangan yang terdapat pada diri terdakwalt#ridahulu dengan jalan
permusyawarahan, agar penjatuhan pidana yang khipehiakim mencapai
nilai keadilan.

Tujuan penjatuhan hukuman vyaitu pencegahan, penagajaan

pendidikan, bahkan pula halnya sama dalam syari&am adalah
pencegahan, pengajaran dan pendidikan. Dengarpeac@&gahan seseorang

pembuat untuk tidak mengikuti perbuatannya, di sagfju pencegahan ini

adalah untuk mentaubatkan si pembuat dan dasaatpbap hukuman pada

82 Departemen Agama Republik Indonesi&Qur'an dan Terjemahan Juz 38urabaya:
Mahkota, 1989, him. 88.
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masa sekarang ini rasa keadilan dan melindungi anakgt. Rasa keadilan
menghendaki agar besarnya hukuman menyesuaikanamepgmbuat
kecenderungan jarimah, tanpa besarnya jarimah gomlah tindakan
pemeliharaan dan pengamanan kepada masyarakateytihglalam suasana
kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Hal inissegng dikemukakan
oleh M. Hasbi Ash-Shidieqy dalam bukunya Filsafatktim Islam,
menyatakan sesungguhnya syari'at itu pondasi daasnga adalah
kemaslahatan hamba, baik dalam kehidupan duniaumaalhirat®

Perlu diketahui sebelumnya dalam suatu konsep huksiam,
seseorang yang melakukan tindak pidana g#aimah dianggap tidak
bersalah di mata hukum sebelum adanya bukti-bukingy kuat dan
meyakinkan untuk suatu perbuatan jahat, kecualukiikan kesalahannya
tanpa adanya keraguan, sebab keragumub bisa menyebabkan tidak
sahnya atau membatalkan putusan hukum. Dalam hpksitif hal ini sering
disebut dengan asas praduga tak bersalaiinc{ple of lawfulness

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:
35380 158530 asly Adh (he a2 5 () Sl G SRl 815
G

Artinya : Diriwayatkan Baihaqgi dari Ali RA dari upannya dengan
lafadz: Hindarilah hudud dalam keadaan r&gu.

83 M. Hasby ash-Shidieq¥ilsafat Hukum Islamjakarta : Bulan Bintang, 1975, him. 20.
8 Ahmad Bin Ali Hajr al-AsgolaniBulughul Maram Min Adillati al-AhkamBaerut:
Darul Fikr, 1989, him. 260.
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Dalam hal perbuatan terdakwa diatas tidak termaslduah tindak
pidana atau dalam Islam dikenal dengan istilahinfgn/jinayat) yang
didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum ydibgrikan Allah, yang
pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukariarangan hukum
berarti melakukan perbuatan yang dilarang atauk tidelakukan suatu
perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demilsaatu kejahatan adalah
perbuatan yang hanya dilarang oleh sy&riat.

Dalam hukum positif, seseorang tidak dapat dipgdangjawabkan
dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatdakan pidana. Akan
tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidamiakiah selalu ia dapat
dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana diadana apabila ia
mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesadqiadila pada waktu
melakukan perbuatan pidana, dari aspek sosialpatatcela oleh karenanya,
sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memangk tiggin berbuat
demikian®®

Menurut Prof. Simons kesalahan adalah keagasgohisorang yang
melakukan perbuatan dan hubungannya dengan pembyatey dilakukan,
yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapatadkasiena perbuatan tadi.
Jadi yang harus diperhatikan adalah:

1. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuaian i
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbyatag dilakukan

sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicetenkaperbuatan tadi.

8 Topo Santosdylembumikan Hukum Pidana Islaop.cit, him.20.
8 prof. Mr. Roeslan SaletPerbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pigdana
Jakarta: Aksara Baru, Cet. ke-2, 1981, him. 81-82.
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Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalintesatu dengan
lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesal&han.

Disamping itu dalam hukum pidana dikenal pula adaayasActus
Reus yang lengkapnya berbunyiActus non faci, reum, nisi mens sit rea”
yang maksudnya adalah bahwa suatu perbuatan taladt dnembuat orang
bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jakfsttus reusitu harus
dilengkapi dengamens readan harus dibuktikan dalam penuntutan bahwa
terdakwa telah melakukaactus reusdengan disertamens rea yaitu niat
jahat atau suatu kesengajaan untuk menimbulkanaenang dituduhkan
kepadanya. Dua segi yang menjadi masalah pentilagndactus reusdan
mens readalah:
1. Adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan adrehdak, misalnya

perbuatan mengambil dalam perkara pencurian;

2. Kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatnsebut,
Mens reamerupakan unsur mental yang bervariasi dalam barbgnis
peristiwva pidana, misalnya dalam perkara pencuriarens reamya
merupakan niat jahat untuk mengambil dan memilkida orang lain. Tanpa
bukti adanyanens realapat menyebabkan gagalnya penuntutan pitfana.

Tujuan pemidanaan merupakan bagian yang mendaskm da

kegidupan bangsa indonesia. hal ini disebabkanepdskngan peradaban

8 Ibid, him. 82-83.
8 prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H., dkiPokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Tiap
Orang Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, him. 50.
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suatu bangsa antara lain ditentukan oleh sejautakaanperlakuan bangsa
yang bersangkutan terhadap terpidandiya.

Adapun mengenai jenis-jenis pidana menurut PasakUBP yaitu
terdiri atas:

a. Pidana Pokok, meliputi:
1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda
5. Pidana Tutupan
b. Pidana Tambahan, meliputi:
1. Pencabutan beberapa hak tertentu
2. Perampasan beberapa barang tertentu
3. Pengumuman keputusan hakitn.

Adapun yang dimaksud pidana penjara itu seumurphatau untuk
sementara. Pidana penjara sementara itu minintal regi dan maksimal
lima belas tahun. Maksimal lima belas tahun iniadagilampaui sampai dua
puluh tahun dalam hal kejahatan yang menurut pilihakim sendiri boleh
dihukum mati, gabungan kejahatan, mengulangi ké&gahadan karena
peraturan dalam pasal 52 KUHP yaitu bila mana sepnaejabat yang
melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajikfausus dari

jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatamngidmemakai

8 Romli Atmasasmita,Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologdandung:
Mandar Maju, 1985, him. 90.
% KUHP dan KUHAP op.cit, him. 13.
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kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikpaddmya karena
jabatannya, pidananya ditambah sepertiga.

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis Hakirhadap Terdakwa
dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semaralognor:
188/Pid.B/2011/Ung tentang tindak pidana makar adadengan pidana
penjara selama 5 (lima) tahun. Maka dalam hukuamistliitinjau dari segi
hukumannya penjatuhan sanksi pidana tersebut taknjasmah ta’zir, yaitu
istilah untuk hukuman atas jarimah yang hukumarbslam ditetapkan oleh
syara’, akan tetapi hukuman tindak pidana makalaadgergolong jenis
hukuman jarimah hudud bukan ta’zir. Para ulama Bgpakat bahwa para
pelaku makar yang bersenjata boleh diperangi démndh oleh pihak
pemerintah asalkan pemerintah terlebih dahulu ntahgealasan dari para
pelaku makar tersebut dan mengajak mereka untuabei atau kembali
untuk taat dan patuh terhadap pemerintah.

Selain itu ulama’ figh juga berpendapat bahwa tingamlana makar
harus dilihat dari segi tabiatnya, yaitu apakaimsmuk ke dalam tindak
pidana biasa atau tindak pidana politik. Perbed@alna bentuk ini sangatlah
penting untuk menentukan hukuman yang dikenakamadap pelakunya.
Dalam tindak pidana biasa, hukuman yang dikenalemuas dengan jenis
tindak pidana yang dilakukan. Akan tetapi dalamddi pidana politik,
sekalipun bermacam-macam tindak pidana yang dilkukmaka

hukumannya yaitu diperangi tanpa melihat tindalapalyang dilakukan.

%t Dr. A. Hamzah, S.H., dan Siti Rahayum, S.8yatu Tinjauan Ringkas Sistem
Pemidanaan di Indonesidakarta: Akademika Pressindo, 1983, him. 33-34.
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Maka dalam hal ini penulis berpendapat bahwa dentydak
terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana makar bal&m perspektif hukum
islam maupun hukum positif maka Majelis Hakim selsaya memberikan

putusan lepas dari segala tuntutan hukum bagikemla



